PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan

penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Putusan  pemidanaan terhadap anak pada  putusan  nomor
162/Pid.B/2013/PN.PMS tidak sesuai dengan pasal 26 ayat (4) Undang-undang
Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu pidana penjara selama 2 ( dua
) bulan 6 ( enam ) hari. Dalam penjelasan pasal 26 ayat (4) disebutkan: “(3) Apabila
Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai
umur 12 ( dua belas ) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat
dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. “ Dan
yang seharusnya dikenakan adalah tindakan, dalam hal terdakwa belum mencapai
usia 12 ( dua belas ) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak diancam pidana
penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Tindakan tersebut sebagaimana yang
tertuang dalam pasal 24 Undang — Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak merupakan: “(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak
Nakal ialah : a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b.
menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan
kerja; atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
Pertimbangan Hakim kurang memberikan perhatian kepada para terdakwa dan
lebih memperhatikan unsur — unsur yang memberatkan. Padahal pidana penjara

berpotensi untuk merampas kemerdekaan seorang anak.! Penjatuhan pidana

1 perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Penjara Berpotensi Membatasi Kebebasan dan
Merampas Kemerdekaan Anak, http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/02/penjara-
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penjara harus menjadi upaya terakhir ( ultimum remedium ) sehingga upaya ini
dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana. Maka ditinjau dari tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana terhadap
terdakwa DONI YOGA SIMANGUNSONG keliru.

2. Putusan Hakim tidak sesuai dengan pasal 183 dan 184 Undang — Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana karena dalam
pertimbangannya hakim menjatuhkan pidana tersebut hanya berdasarkan
keterangan terdakwa semata, padahal dalam pasal 183 Undang — Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana disebutkan
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya” artinya harus adanya minimal 2 ( dua ) alat bukti dalam penjatuhan
pidana. Sedangkan menurut pasal 184 Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti yang sah,
keterangan terdakwa hanya memenuhi satu dari 5 alat bukti yang sah, dimana hal
itu merupakan kekeliruan sehingga putusan seharusnya menjadi batal demi hukum.
Pengakuan terdakwa dalam HIR ( Herzien Inlandsch Reglement ) sudah tidak
berlaku dan digantikan oleh Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana yang
berlaku tahun 1981, yang artinya sudah berlaku sebelum disahkannya Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan demikian, Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana lah yang seharusnya menjadi acuan. Jadi
Hakim dalam pertimbangannya seharusnya lebih memperhatikan nilai — nilai
hukum dan rasa keadilan dalam mempertimbangkan terutama menyangkut hak —

hak seorang anak.

berpotensi-membatasi-kebebasan-dan-merampas-kemerdekaan-anak, (Internet: 2016), (Diakses
tanggal 15 Desember 2017).
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Saran

1. Seharusnya Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan bahwa penjatuhan
pidana tidak hanya berdasarkan keyakinan saja, tetapi juga harus berdasarkan
alat — alat bukti yang sah dan berdasarkan Undang — Undang, karena sistem
pembuktian yang dianut di negara Indonesia adalah sistem pembuktian negatif.

2. Dalam pertimbangan putusan, harus diperhatikan mengenai nilai — nilai hukum
serta hak — hak anak yang diutamakan.

3. Hakim sepantasnya mengenakan tindakan bukannya pidana untuk anak, karena
pidana penjara memiliki dampak buruk bagi perkembangan dan masa depan
seorang anak.

4. Hakim dalam pertimbangannya, seharusnya lebih antisipatif, dan memberikan
perhatian khusus serta perlindungan kepada terdakwa mengingat terdakwa
masih anak — anak.

5. Hakim tidak boleh memihak dan tidak membeda — bedakan ( dalam proses
pembuktian)

6. Diperlukan pembenahan dan peningkatan sumber daya personalia aparat
penegak hukum, terutama Hakim yang seharusnya lebih maksimal sehingga
tuntutan pejabat khusus yang menangani anak pelaku tindak pidana dapat
terwujud sesuai tuntutan dalam Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak sehingga terciptanya asas legalitas.
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